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ABSTRAK :

CATATAN :

Bahwa untuk mengakomodir pelaporan keuangan terhadap pelaksanaan anggaran pada masa
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan
Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.
98), Permenkeu Rl 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI
225/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No. 1729).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Bab Il Kebijakan Pelaporan Keuangan, Bab VIII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, dan Bab IX
Kebijakan Akuntansi Kewajban dan/atau Utang dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729) diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran2020.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30
Desember 2020.

Lampiran: halaman 5-179.



